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PENDAHULUAN

L atar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang dilangsungkan
pada tanggal 9 Desember tahun 2015 menjadi catatan penting dalam sgarah
praktik demokrasi Bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah
Indonesia menggelar pilkada secara langsung dan serentak yang diikuti oleh 8
Propinsi dan 256 Kabupaten/Kota di Indonesia. Jumlah pasangan calon kepala
daerah yang berlaga pada pilkada kali ini mencapa 810 pasangan calon. Mereka
memperebutkan jabatan sebagai pimpinan di daerahnya masing-masing untuk
periode 2016-2021. Berbagai media internasional pun turut menyoroti pesta

demokrasi lokal terbesar yang melibatkan 96.869.739" pemilih tersebuit.

Dalam sgarah, Pemilihan Umum di Indonesia telah berlangsung mulai
tahun 1955. Terhitung sgak saat itu, hingga kini Bangsa Indonesia telah 11 kali
melakukan Pemilu anggota Legidatif, 3 kali Pemilu Presiden, dan ratusan Pemilu
di Daerah tingkat 1 dan 2. Dalam kurun waktu 60 tahun sgjak dilakukannya

pemilu pertama, telah berulangkali terjadi modifikasi dalam sistem pemilu di

! Release KPU, “Jumlah DPT Pilkada Serentak 2015 per-12 Oktober 20157,
http://kpu.go.id (Sabtu, 2 Januari 2016, 19:00)..
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Indonesia. Berbagai regulasi baru dibuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas

pemilu dan mengembangkan demokrasi.

Salah satu persoalan mendasar yang menyertai setiagp moment pemilu di
negara-negara berkembang termasuk di Indonesia hari ini adalah masih cukup
tingginya angka pelanggaran dalam pemilu. Bisa kita lihat misalnya pasca
penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2015, hasil dari 264 daerah yang
mengikuti pilkada serentak, terdapat 147 permohonan perkara yang telah diterima
oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya, lebih dari 50 persen daerah peserta
pilkada serentak mengalami sengketa hasil pilkada. Setiap permohonan yang
digjukan oleh pihak pemohon tentunya disertai bukti-bukti adanya kecurangan
yang membuat mereka tidak bisa menerima hasil pilkada. Ketika pembuktian
pemohon berhasil menunjukkan adanya kecurangan dalam pilkada, hanya
masalah skala kecurangan dan selisih perolehan suara yang kemudian menjadi

penentu putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan dari pihak pemohon.

Maraknya pelanggaran dalam pemilu menunjukkan bahwa masih ada
yang kurang optimal dalam mekanisme penyelenggaraan, pengawasan ataupun
pemantauan pemilu. Realisasi punishment yang dapat menimbulkan efek jera bagi
pelaku tindak pelanggaran dalam pemilu juga masih terus dipertanyakan. Peran
pengawas dan pemantau independen yang telah aktif sejak pemilu tahun 1999

seakan tak memberikan pengaruh yang berarti.

Pemantauan pemilu sendiri adalah suatu kegiatan dalam pemilu yang

telah dijamin dadam Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan



umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diganti dengan Undang-
undang nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.? Dalam 15 aspek yang
menjadi standar internasional pemilu yang demokratis, transparansi pada suatu
penyelenggaraan pemilu menjadi poin penting untuk mengukur kualitas pemilu.
Kehadiran para pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara
yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan
legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan ini juga berguna
untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, khususnya pada saat pemungutan

suara.®

Di Indonesia, gerakan pemantauan pemilu muncul menjelang pemilu
tahun 1997 di mana pemilu tersebut merupakan pemilu terakhir pada masa orde
baru. Belum maksimalnya kinerja Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
(Panwaslak Pemilu)* serta ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap
kepemimpinan Presiden Soeharto berimbas pada tingginya ketidakpercayaan pada
proses pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah pada waktu itu.Publik
mengindikasi besarnya kecurangan dan ketidakadilan dalam enam kali pemilu

yang selalu memenangkan partai penguasa di era orde baru.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) adalah lembaga swasta

yang pertama kali tampil menginisias gerakan pemantauan pemilu. Ditengah

? Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum,
bab XVI1I1, pemantauan pemilu, pasal 231-243.

® International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA),
Sandar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali
Kerangka Hukum Pemilu, (Sdtockholm, International IDEA, 2001), 98.

* Pasca reformasi, Panwaslak mengalami perubahan nonmenklatur menjadi
Panwaslu/Panwadlih.



desas-desus adanya reformasi dan menjelang penyel enggaraan pemilu 1997, tepat
pada tanggal 15 Maret 1996 di Jakarta, KIPP resmi didirikan.’> Nurcholis Madijid,
Goenawan Mohamad, dan Mulyana W. Kusumah menjadi beberapa tokoh di balik
dideklarasikannya KIPP. Melaui semangat Independensi dan mencita-citakan
pemilu yang “jurdil” (jujur dan adil) membuat KIPP disambut hangat oleh

masyarakat dan para pegiat demokrasi pada waktu itu.

Namun, sambutan postif yang diberikan masyarakat tersebut tidak diikuti
oleh pemerintah yang pada waktu itu memandang sebelah mata kehadiran KI1PP.
Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh salah seorang pengurus KIPP pada tahun

1999 diceritakan.

“Sayangnya, gagasan yang tumbuh dari bawah ini ditolak oleh pemerintah.
Kepala Staf Sosia Politik ABRI pada waktu itu, Letjen TNI Syarwan Hamid, serta
asistennya di bidang sosia politik, Mayjen TNI Suwarno Adiwidjojo, menegaskan
keberadaan KIPP tidak diperlukan.Sementara Menteri Pertahanan Keamanan waktu
itu, Jenderal TNI Edy Sudradjat menyebutnya sebagai tidak konstitusi onal”

Intervensi pemerintah orde baru tersebut berlanjut dengan tindakan

pelarangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KI1PP,

“Tidak cukup dengan serangan melalui media massa, aparat keamanan juga
menganggu sejumlah kegiatan KIPP, termasuk pembentukan cabang serta pelatihan
di daerah-daerah.Sejumlah aktifisnya ditangkap dan dimintai keterangan oleh polisi.
Namun demikian, KIPP berhasil merekrut 12 ribu relawan dan mendirikan cabang di
47 kota di 16 propins dan dua cabang di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur,
Malaysia, dan Berlin, Jerman”.’

Jalan terja untuk memperjuangkan pemantauan pemilu yang dilalui oleh

KIPP baru menemui titik terang pasca peristiwa reformas Bangsa Indonesia

®> Koran Tempo, Edisi 03/01 - 16/Mar/1996, http://tempo.co.id/ang/min/01/03/utama.htm
(Minggu, 3 Januari 2016, 20.30).
® (Sgjarah KIPP Indonesia), sebuah artikel yang ditulis pada pada tahun 1999,
Dttp://forum-democracy.bl ogspot.co.id, (Minggu, 3 Januari 2016, 21.00).

Ibid.



Legalnya kebebasan berpendapat setelah runtuhnya kekuasaan orde baru menjadi
stimulus bagi realisasi gagasan pemantauan pemilu oleh masyarakat atau lembaga
independen yang menjadi hal baru di Indonesia kala itu. Selain KIPP, akhirnya
beberapa lembaga yang turut berpartisipasi dalam pemantauan pemilu mulai
bermunculan dalam perhelatan pemilu tahun 1999. Beberapa lembaga tersebut
diantaranya adalah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR),
(University Network for Free and Fair Election/UNFREL), dan Alians Pemantau
Pemilu Independen (APPI). Relawan pemantau pemilu pada tahun 1997 pun

akhirnya dapat tersebar ke sebagian besar wilayah Indonesia.

Daam pilkada di Kabupaten Gresik tahun 2015, KIPP Gresik adalah
satu-satunya lembaga pemantau yang mendapatkan akreditasi dari KPUD
Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan dalam Pilkada di Kabupaten
Gresk Tahun 2015. Meéeaui sertifikat  Nomor:  613/KPU-Gresik-
014.329707/X1/2015 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gresik, menyatakan
bahwa KI1PP Gresik telah memenuhi ketentuan Pasal 125 Undang-Undang nomor
8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut penuturan Maslukhin selaku sekretaris KIPP Gresik mengatakan
bahwa pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Gresik, KIPP Gresik merekrut 70
orang simpatisan untuk berpartisipasi dalam pemantauan Pilkada 2015. Lebih

lanjut dituturkan bahwa 70 Pemantau tersebut menjangkau di beberapa kecamatan



yang ada di Kabupaten Gresik.® Menjadi suatu realita yang cukup menarik dalam
fenomena partisipasi politik karena simpatisan KIPP bersedia secara sukarela
melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan pemilu tanpa menerima imbalan
kecuali hanya untuk sekedar biaya transportasi. Artinya, mereka lebih
mengedepankan untuk mencari keuntungan dalam politik secara substansial
berupa terciptanya pemilu yang berkualitas daripada sekedar mengambil

keuntungan politik yang bersifat materi berbentuk fresh money.

“KIPP Gresik menyasar pelgjar-pelgjar di SMA yang ada di Gresik sebagai fokus
utama untuk digjak bergabung sebagai simpatisan pemantau dalam Pilkada 2015 ini,
terlebih dahulu kita undang mereka untuk mengikuti forum yang di dalamnya kita
sampaikan materi tentang pemilu secara umum dan secara khusus tentang pemantau
pemilu’”, kata Habiburrohman yang merupakan ketua K1PP Gresik.®

Dengan kondisi tersebut, benarkah KIPP Gresk bisa melakukan
pemantauan pemilu secara profesiona dan berkualitas? Bagamanakah kinerja
KIPP Gresk? Apa sumbangsh KIPP Gresik daam konstelas Politik di
Kabupaten Gresik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kegelisahan yang
wajar, mengingat fakta menunjukkan bahwa pada Pilkada Kabupaten Gresik 2015
terdapat pasangan calon yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi
RI terkait hasil Pilkada yang dianggap tidak sah karena banyaknya kecurangan
yang terjadi pada proses penyelenggaraannya. Indikas terkait masifnya praktek
money politik yang berimbas pada penyangsian terhadap kinerja penyelenggara

dan pengawas pemilu masih menjadi catatan dalam Pilkada kali ini.

8 Mad ukhin Musda, Wawancara, Gresik, 10 Januari 2016.
® Habiburrohman, Wawancara, Gresik, 10 Januari 2016.



Berangkat dari kondisi dan kegelisahan di atas, peneliti menganggap
bahwa akan sangat menarik ketika dilakukan sebuah penelitian tentang dinamika
pemantauan pemilu yang dirujukkan pada kajian mendalam mengenai kinerja
pemantauan pemilu yang dilakukan oleh KIPP Gresik sebagai representasi
organisas pemantau pemilu yang dianggap cukup aktif dalam event-event politik

di Kabupaten Gresik.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik KIPP Gresik dalam praktik pemantauan pemilu
yang independen?

2. Bagaimana bentuk hambatan yang dialami KIPP Gresik dalam melakukan

pemantauan di Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan partisipasi politik KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan
pemilu yang independen.

2. Mengidentifikasi problematika yang dihadapi KIPP Gresik dalam melakukan

pemantauan pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015.

Manfaat Pendlitian
Manfaat Teoritis,
1. Memberikan tambahan kagjian tentang bangunan konsep pemantauan pemilu di

Indonesia



2. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan konsep pemantauan pemilu di
Indonesia

Manfaat Praktis,

1. Mendeskripsikan praktik pemantauan pemilu di Indonesia.

2. Memberikan evaluasi terkait pemantauan pemilu yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga pemantau pemilu.

3. Merefleksikan peluang partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh civil society

dalam dinamika pemilu di Indonesia.

Telaah Pustaka
Sebuah penelitian lazimnya disertai dengan data penelusuran karya-karya
ilmiah terdahulu yang digunakan untuk menguji orisinilitas penelitian tersebut.
Berikut ini adalah karya ilmiah terdahulu yang berdekatan dengan topik penelitian
ini;
1. Sumber Buku
a. International Institute for Democracy and Electora Assistance
(International IDEA), Sandar-standar Internasional untuk Pemilihan
Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu.
Buku ini membahas tentang syarat-syarat pemilu yang demokratis. Salah
satu poin penting yang menjadi syarat tersebut adalah tentang transparansi
pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas,
kerangka hukum harus menetapkan bahwa para pemantau pemilu dapat

memantau semua tahapan dari proses pemilu. Proses pemilu yang



transparan merupakan standar internasional yang diperlukan untuk
memastikan pemilu yang demokratis. Kehadiran para pemantau pemilu dari
dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang
berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimas terhadap
proses pemilu yang dipantau. Pemantauan ini juga berguna untuk mencegah
kecurangan dalam pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara. Akan
tetapi, beberapa negara yang demokrasinya telah maju, di mana masayarakat
percaya akan keadilan dan Kketidakberpihakan penyelenggara pemilu,
pemantauan pemilu mungkin tidak diadakan. Banyak kerangka hukum
mengatur keberadaan para pemantau, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri, selain perwakilan dari media, partai politik, dan para kandidat. Pada
dasarnya, pemantauan pemilu berarti pengumpulan informasi tentang proses
pemilu, dan pemberian penilaian-penilaian yang beraasan tentang
pel aksanaan proses tersebut berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan,
oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berwenang untuk mencampuri
proses tersebut. Keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan mediasi atau
bantuan teknis tidak boleh merusak tugas utama mereka untuk melakukan
pemantauan. ™
2. Jurnal dan Penelitian
a. Veri Junadi, Fadli Ramadhanil, Ibrohim, Desain Partisipasi Masyarakat

Dalam Pemantauan Pemilu.

19 DEA, Sandar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, 98.
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Berangkat dari kgjian yang dilakukan oleh para pemerhati politik yang
tergabung dalam Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),
poin-poin penting dalam buku ini diantaranya tentang rencana strategis
pelibatan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam pemantauan pemilu. Disebutkan bahwa Unsur-unsur masyarakat
yang bisa terlibat dalam pemantauan dan pengawasan di antaranya adalah
pemilih, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, media massa, lembaga
swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang
Pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang
penyimpangan pemilu, yaitu pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan
peserta pemilu. Perubahan angka partisipas pemilih  dengan
kecenderungan menurun ternyata juga diiringi oleh penurunan angka
partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu. Setidaknya hal
ini terlihat dari kecenderungan menurunnya jumlah lembaga pemilu. Jika
dilihat dari partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan sejak Pemilu
1999, jumlah pemantau selalu menurun. Penurunan angka pemantau juga
dapat dilihat dari penyelenggaraan pilkada. Dua lembaga pemantau yang
berkonsentrasi pada aktivitas pemantauan pemilu dengan mengandalkan
relawan seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), mengonfirmas bahwa

terjadi penurunan angka pemantau pemilu dari tahun ke tahun.**

" Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, lbrohim, Desain Partispas Masyarakat Dalam
Pemantauan Pemilu (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 26.
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Dari penelusuran yang ada, belum ditemukan penelitian dan buku tentang
dinamika pemantauan pemilu yang secara spesifik mengambil studi kasus
pemantauan pemilu di sebuah daerah. Secara umum, buku Desain Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu yang diterbitkan oleh Kemitraan dan
Perludem telah menjawab sebagian dari kegelisahan tentang dinamika dalam
pemantauan pemilu. Dari penggalian data yang dilakukan oleh Perludem terbukti
bahwa memang terjadi penurunan pada angka partisipasi pemilih serta partisipasi
pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu. Hal tersebut tentunya menjadi
permasalahan yang mengancam trend positif perkembangan demokrasi di
Indonesia. Maka, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk melihat
dinamika dalam pemantuan pemilu secara lebih mendalam. Tidak berhenti pada
kajian partisipasi, dalam penelitian ini disertakan pembahasan mengenai kualitas
pemantauan pemilu yang dapat terlihat melalui produk berupa catatan temuan
pelanggaran maupun rekomendasi sebaga hasil dari praktik pemantauan pemilu

yang telah dilakukan.

M etode Penelitian
1. Pendekatan & Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kudlitatif dengan pendekatan
Fenomenologis. Melalui pendekatan ini peneliti mencoba memahami dinamika
yang terjadi dalam proses pemantauan pemilu dengan cara melakukan
penafsiran data yang telah digali dari lapangan. Metode yang diterapkan adalah
metode deskriptif analitik. Dalam hali ini, kegiatan pemantauan pemilu

dianggap sebagal bagian yang ada dalam kehidupan sosia. Artinya, pemantau
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pemilu secara organisasi ataupun individu tidak akan bisa terlepas dari
lingkungan sosial di manaia hidup, berada dan beraktivitas. Dunia sosial yang
begitu dinamis membuat terciptanya keterkaitan erat antara masalah ini dengan
kondisi atau sesuatu hal yang sedang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini dipilih dengan pertimbangan; pertama untuk
memperoleh data berupa deskripsi informasi secara holistik (utuh) dari suatu
kegiatan atau program  diperlukan  ketetapan  penelitian  yang
mempertimbangkan aspek tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas
(activity) yang berinteraksi secara sinergis.'”> Kedua, dibutuhkan wawancara
mendalam untuk menemukan gegaalambang yang dapat membuka
pemahaman tentang perspektif organisasi secara umum atau aktor secara
khusus. Ketiga, Pembatasan penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat
kepentingan, urgensi dan feasebilitas (keterbatasan) masalah.™

2. Lokas Pendlitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada pilkada
serentak 2015, penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Gresik dipantau oleh
Komite Independen Pemantau Pemilu Gresik.

3. Alasan Pemilihan Subyek Penelitian
KIPP Gresik dipilih sebaga subyek dalam penelitian ini dikarenakan

pertimbangan bahwa;

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,
2014), 207,
B bid.
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a. KIPP Gresik telah aktif melakukan pemantauan pemilu di Kabupaten
Gresik dalam beberapa tahun terakhir
b. KIPP Gresk adalah satu-satunya organisas yang mendapatkan
akreditass pemantauan pemilu dari KPUD Kabupaten Gresik tahun
2015.
c. KIPP Gresik aktif melakukan kegiatan sosialisasi pilkada Gresik 2015.
4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer; Data Primer dalam penelitian ini berasal dari
informan di lapangan. Melaui wawancara, pemilihan informan
ditentukan dengan menggunakan teknik ““Purposive Sampling™. Y akni,
pengambilan sampel berdasarkan penilaian bahwa para para informan
termasuk dalam klasifikas sebagai berikut,
1) Pengurus dan Anggota KIPP Gresik: Ali Mahmud, Khoirun Ni’am,
Maslukhin Musda, Habiburrohman
2) Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada Pilkada Gresik 2015: M.
Kholil dan Taufiq Ardath
3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada
Gresik 2015: M. Yusron
4) Pengurus Ranting Partai Politik: Ahmad Zilham.
b. Sumber Data Sekunder; Data sekunder dalam penelitian ini berupa
dokumen kegiatan-kegiatan KIPP Gresik yang terdapat di sekretariat
KIPP Gresk dan KPUD Kabupaten Gresik (Sebagai lembaga yang

berwenang mengeluarkan akreditasi untuk pemantau pemilu).
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5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik;

a. Observas post-facto.

Observasi dengan mengikuti alur observasi post-facto diartikan
sebagal observas yang dilakukan setelah suatu peristiwa itu terjadi.
Pengamatan dan penelusuran terkonsentrasi pada faktor-faktor yang
menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut, terhadap program dan
kegiatan KIPP Gresik selama masa pilkada di Kabupaten Gresik tahun
2015.

b. Wawancara In Depth Interview

Tahapan wawancara dilakukan secara mendalam mendalam (in
depth interview). Selain pertemuan tatap muka, wawancara juga
dilakukan melaui telepon untuk kelancaran proses pengumpulan data
serta menyesuaikan ketersediaan waktu subyek penelitian.

c. Dokumentasi

Proses dokumentasi dalam penelitian ini menghasilkan transkrip
wawancara peneliti dengan informan, foto-foto, dan dokumen laporan
laporan pemantauan KIPP Gresik dalam Pilkada Gresik 2015.

6. Metode Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pola
Miles dan Huberman dengan model interaktif. Analisis data dilakukan secara
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Bentuk aktivitasnya yaitu,

pengumpulan data lapangan, reduks data (data reduction), penygjian (data
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display), penarikan kesmpulan atau verifikass data (conclusion

drawing/verification).

DATA LAPANGAN

)

REDUKSI DATA

PRAKTIK PEMANTAUAN HAMBATAN PEMANTAUAN
PEMILU PEMILU

!

DISPLAY DATA

DINAMIKA PEMANTAUAN

»
P

PRAKTIK PEMANTAUAN HAMBATAN
PEMILU < PEMANTAUAN PEMILU

!

KESIMPULAN/VERIFIKASI

KINERJA KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU

Gambar 2. Aktifitas analisa data
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Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan uraian secara jelas dalam penelitian ini, penulis
menyusun sitematika pembahasan yang terdiri lima bab yakni,

1. Pada bab | (Pendahuluan): berisi deskripsi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi konseptual, kerangka teori,
metode penelitian dan teknik analisa data

2. Pada bab Il (Kerangka Teori): memuat konsep partisipasi politik, konsep
pemantauan pemilu, konsep pengawasan pemilu serta konsep civil society

3. Pada bab 111 (Setting Penelitian): menjabarkan aspek sosial politik (Pilkada
Gresik) dan profil KIPP Gresik

4. Pada bab 1V (Pembahasan): membahas tentang bagaimana partisipasi politik
KIPP Gresik dalam praktik pemantauan pemilu yang independen serta bentuk
hambatan yang dialami KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan Pilkada
Kabupaten Gresik 2015

5. Padabab V (Kesimpulan): berisi kessmpulan dan saran.



